
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT 

PROVINSI MALUKU 

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT 

NOMOR 02Z 'TAHUN 2018 

TENTANG 

PEDOMAN PENOENDALIAN GRATIFIKASI BAGI PENYELENGGARA PEMERIN TAHAN 
DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT 

DENGAN RAE?MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT, 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka newujudkan penyelenggaraan 
pemerintahan yang bersih dan bcbas dani korupsi, olusi 
dan nepotisme di Pererintahan Kabupaten Serarn Bagian 
Barat, diperhkxasn perangkat hukum untuk mengatur 
terkait gratiflkast di Lingkurgan Peraerintahan Kabupaten 
Seram Bagan Bara, 

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a pcrlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pedoman engendabian Gratifikasi Bagi Penyelen&gar 
Peerintaban di Kabupaten Seram Bagian Barat. 

Mengingat . I. Undang-Undang Noror 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenpgacaan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dnn Nepotisme (Lembaran Negara Repubbk 
Indonesia Thun 1999 Nomor 75, Tambaban Lembaran 
Negara Republik Indonesia Noror 3851), 

2. Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak idana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 3874) 
se bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 200 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahon 20O1 Noror 134, Terbahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia NOmr 4150, 
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3. Undeng-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasar Tindake Pidana Korpsi Lembaran Negara 
Repubhik Indonesia Tahun 2002 Noor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Repubk Indonesia Nomor 4250\ 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Noror 

Io Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemenintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Norr 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan pindak iana Korupsi 
Menjadi Undang-Un.dang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Noor 5698], 

, Undang-Undang Noror 40 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten 
Seram Bagian Bamat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di 
Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republike Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 155, Tambaln Lembaran Negara Nomor 
4350); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Than 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Lembaran 
Negara Repubtik Indonesia Tun 2011 Noror 82, 

Tambahan Lembaraa Negara Republik Indonesia Noror 
5234); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 201 tentang Aparatur 
Sipi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Norr 5494); 

7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Pemerintahan Daerah (Lerbaran Negara 
Indonesia Tabun 2014 Nomor 224, Tambahan 

tentang 
Republi 

Lem bar an 

' 

Negara Republik Indonesia Nomor 5597] sebagaimana telab 
diubah pcberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Noror 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Repubiik Indonesia Nomor 5679), 

Peraturan Pererintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sister 
' Pengendalian Intern Pemerintah {Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nom~r, 127, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Noior 4890], 

9. Peratunan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tntag Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5153) 

0. Peraturan Pemerintah Nomor l2 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemcrintahan Daerah 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 

6041) 

Peraturan Presiden Nomor SS Tahon 2012 tentang Strategi 
Nasional Pencegaban dan Pemberantasan Korupsi .Jangka 
Panjang Tahu 2012-2025 dan Jangka Menengah hun 

2012-2014 

12 Peratran Menteri Pembcrdayaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah 
Bersih Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani di Lingkungan Kemaenterian/Lembaga dan 
Pemerintah Daerah; 

13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 
201 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status 
ratifikai (Derita Negara RRcpubbk Indonesia Tahun 2015 

' ' Nomor 2101 

MEMUTUSKAN. 

Menetapkan PERATURAN BUPAT! TENTANO PEDOMAN PENGENDALAN 
RA"TIP[KASI BAGI PENYELENOGARA PEMERINTAHAN D 

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dala Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan, 

I Daerah adalah Kabupaten Scram Bagian Barat; 
" . 

2 Pemerintah Daerah adalah Bupati Sera Bagian Barat dan Perangkat 
Dae:ah sebagai unsur penyclenggara emerintahan Dacrab; 

3. Bupati adalat. Bupati Seram Bagian Barat; 

4. Secretaris Daerah adalah Bckretaris Daerah Kabpaten Sera Eagian Barat; 

5. Pejabat/Pegawai Pemertntah Kabupaten Seram agian Barat yang 
selanjutnya discbut Pejabat/Pegawai adalah Bupati Seram agian arat, 
wakil Bupati Seran Baglan Barat, Aparatur Sipin Negara, Calon Aparatur 
Sipi Negara, Pegawad RUD, Dewan Pengawas RSUD, Dewan engawas 
BUMD, Direksi BUMD, Pegawai UMD, Pegawai yang bekerja untuk dan 
ates nama Pemerinta.h Kabupaten; 

6. Penyeienggara Pemerintahan adalah Pejabat Pemcrintah yang menjalank.an 
fungsi eksekutif, legislatif, atat yudikatdf, dan pejabat lain yang fungsi dan 
gas pokoknya berkaitan dengen penyelenggaraan Pemerintah sesuai 

dengan ketentuan perat~ran perundang-undangan yang beriaku, 
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7 Komis Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah 
lembaga negara yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan 
pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk berdasarkan Undang 
Undeng Nomor 30 Tahun 2002 tentang Korisi Pemberantasun Tindak 

Pidana Korupsi, 
8. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah 

Sekretaniat Daerah, Sekretariat pPRD, Inspektorat, Badan, Din.as, Bag ian, 

RS UD , Kantor an ccanata di lingkungan Peerintah Kabupaten, 

9. Badan Usahe Mihik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah 
Badan Usaha Milik Dacrah yang ditirikan oteh Pererintah Daerah 
Kabupaten Seram Bagian Barat dapat berbentuk Perusahaan Daerah atau 
Pers&roan Terbatas, 

Io. Irspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pengawas 
internal Pemerintah penyetenggara pengawasan Pemeintahan Daerah, 

1I. Unit Pelaksana Tekeris yang selanjutnya disingkat UP'T adalah Unsur 
pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan; 

12 Grat'ikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat 
discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, asilitas 

penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cum@·cura, dan fasilitas 
lainnya, baik yang diterira di dalam negeri maupun di uar negeri, yang 
dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana 
elektronik; 

3. Pengendaian Gratifikasi adelah suatu sistem yang bertujuan untuk 
ncngerdalikan pcncrimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel 
melalui scrangkaian kegiatan yang melibatkean partisipasi aktif badan 
pemerintaban, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan 
pengendalian gratiftkasi, ' 

' 
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i 

19. Unit Pengendatian ratifikasi Kabupaten Seram Bagian Barat yang 
selanjut.oya disingkt UPO Kabupaten Seram Begian Barat adalah unit kerja 
yang bertanggwrjawab untuk menjalankan fungsi pengendalian gratifikasi 
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serama ±Hagian Barat; 

S. Perberi adalah para pihak batik perseorangan, sekelompok orang, badan 
hukum atau lembaga yang memberikan gratifkasi kepada penerima 
gratifikasi, 

16. Formulir Pelaporan Gratfikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh 
KK dalam bcntuk clektronik atau non elecktrorik untuk melaporkan 
Penerimaan Gratifikasi; • 

17 Pelapor Gratifikasi yans, selanjutnya disobut Pclapor adalah 
pejabat/ pegawai yang menerima gratifikasi dan mengisi formulir gratifikasi 
sesuai prosedur dan kemudian melaporkan kepada KPK atau melalui UPG, 

18. Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap 
penerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalam Formulir Pelaporan 
Gratfikasi oleh Pelapor; 

19. Konfbk kepentingan aalah kondisi dari Pejabat/Pegawat yang patut 
diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapat mempcngaruhi pelaksanaan 
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tugas atau kewenangannya secara tidak patut; 

20 Kedinasan adalah seluruh aktivitas rcsmi Pejabat/Pegowai dalam 
pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya, 

2I. Be:laku umum adalah suatu kondisi bentuk pembcrian yang dibcrlakukan 
sama dalam hal jenis, bentuk, pcrsyaratan atau n~lai untuk senun peserta 
dan memenuhi prinsip ewajaran; 

22. Kurs Tengah Bank Indonesia adalah nili tukar valuta asing dengan 
mata uang Rupiah yang didapatkan dari 'Tata-rata kurs jual dan kurs 
Bell [ Kur9 Tengah Kur ual + Kurs Belij pada hari tertentu. 

BAB I 

MAKSUD TUJUAN DAN PRINSIP 

agian Kesatu 

Mak:sud an Tajuan 

Pasal 2 

(l) Peraturan Bupai ii dimaksudkan untuk memberikan pedoman e pada 
Pejabat/Pegawai dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi 
di lingkungan Pemerintah Daerah 

2 Peroturan Bupati imi bertujuan: 

a meningkatkan pcngctahuan dan pemahaman Pejabat/Pcgawai tentang 
gratifikast, 

h. meningkatkan kepatuhan Pejabat/Pegawai terhadap ketentuan gratifikasi; 

c. menciptakan [ngkungan kerja dan budaya kerj yang transparan dan 

akuntabe! di lingungan Pemerintah Daerah, 

d. membangun integritas Pejabat/Pegawai yang bersih den bebas dari 
orupsi, kolusi dan ncpotisme; dan 

e. meningkatkan kredibilftps dan kepercayaan publik atas pcnyelenggaraan 

Pemerintahan di Kabupaten Sera Bagian Barat 

agian Kedua 

Prinsip Dasar 

Pasad 3 

[I) Setiap Pejabat/Pegawai wnjib menolak gratifikasi yang diketahut sejak awat 
berhbungan dengan jabatannya dan bcrlawanan dengan kewajiban atau 
gasnya, meliputi Oratifikasi yang diterima 

a. terait dengan pemberlsn layanan pada masyarakat diluar pcncrimean 
yang sah, 



·. 

b terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar 
penerimaan yang sah; 

c. terkait cngan tugas dalam proses pcmeniksann, audit, monitoring dan 
evaluasi diluter penerimaan yang sah, 

d. terkait dengan pelaksanaan pcrjalanan dinas diluar penerimaan yang 
sah/resmi dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat; 

. . 

c. dalam proses penerimaan/promosi/ mutasi pegawa, 
. . 

f dalam proses komumikasi, negosiasi dan pelaksane.an kcgiatan dengan 
pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya; 

. . g sebagai akibat dani perjanjinn kerjasama/kontrak/ kesepakatan dengan 
piha.k lain; 

b sebagai ngkapan terima kasth sebelum, selama atau setelah proses 
pengadaan barang dan Jase; 

merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawa/ pengawas/ tamu selama 
kanjungan dinas; 

j. merupakan tasilitas entertainment, fas~litas wisata, voucher oleh 
Pejabat/ Pegowai dalam kegiatan yang terkait dengan pclaksanaan tugas 
dan kewa;ibannya dengan pemberi gratifikai yang tidak relevan dengan 
penugasan yang diterima, 

k. dalam rang,ka mempengaruhi kebijakan/ keputusan/perlakuan permangku 
kewenangan, 

l dalam pelaksanaan 
bertentangan dengan 

pokerjaan yang terkait dengan 
kewajiban/ tgas Pejabat /Pegawai 

abat.an 

• 

( Setap Pcjabat/Pegawai, larang memberikan gratifikasi kepada Pegawa 
Negeri atau Penyelenggara Negara lainnya yang berhubungan dengan jabatan 
dan berlawanan dengan kewajtban atau tgasnya 

(3) Pegawai Negeri atau Penyclenggar Negara mclaporkan penolakan gratifikasi 
sebagairmana makstd pada ayat (l) kepaa UPG 

Pasal 4 

(I) Kewajiban penolakan gratfikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat 
(l] dikecualikan dalam hal 
a. gratifikasi tidak dterira secara langsung 

b. pemberi gratifikasi tdak diketahui, 
c. penerima ragu dengan kuatifikasi gratifikasi yang diterma, 
d. gratifikasi dibenikan dalam rangka kegiatan adat istiadat atau upacar a 

keagamnaan, dan/ata 
e. adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, yaitu penolakan yang 

dapat mengakibatkan rusaknya hubungan bailk institusi, membahayakan 
penerune dan/atau mengancam jiwa/harta atau pekerjaan 

6 
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Pejabat/Pegawal 

0 Pejabat/Pegawai yang toak apat menolak karena memenuhi kondisi 
sebagaimana dimaksud pada ayat [lj wajib melaporkan gratifikasi terse but 
leepada KPK at~ kepada PK melalui 1PO 

g3 Dala had Pejabat/Pegawa mencrima gratifikasi yang tidak dapat ditola 
sebagaimana dirakstud pada ayat tH berupn makanan yang udah busuk 
atau rusak, penerima gratifikesi wajib menyamp pakannya kepada UPG; 

() Dalam rangka memenuhi prinsip kemanfaatan, UFO menyalurkan makanan 
sebagaunana dimaksud pada ayat [3) ke pa1ti asuhan, panti jompo, atu 
tempat penyaluran bantuan sosial lainnya. " 

alam hal rtentuan sebagaimana dimaksud pada ayat () tidak dapat 

dilaksanakan karena hari Libur atau sebab lain, maka penerima gratifikasi 
men yaurkan kepads pihak lain yang lebih membutuhkan dan melaporkan 
kepada UP 

6) Penyahran gratifikasi oleh UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (4 
diberitahukan kepada KPK. 

BAB I 

PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKAST 

Pejabat/Pegawat wjib melaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya kepada 

PK atau melahui [PO, keciali dlam hal 
a. pemberian dalam kelumrga yaitu kakekfnenek, bapakfibu/mertua, 

suam/istri, anak/menantu, anak angkat/wah yang sah, cucu, besan, 
paman/ bibi, kakak/adik ipar, sepupu dan keponekan, scpanjang tidak 

erdapat konflik kepentingan; 

b. pemberian dalam bentuk hidangan atau sajian yang bertaku umum, 

c. pemberian berupa keuntungan atau bunga dani penempatan dana, 
investasi atau kepemitikani saham pribadi yang berlaku umum; 

d. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang 
sejenis Derdasarkan keanggotaan yang berlakt umum; 

' e. seminar kit yang berbentuk seperangkat modul, alat tulis, plakat, sertifikat, 
as dan pakaian dengan Iogo atau informast terkat instansi yang berlakt 
umum, yang diterima dalam seminar/pelatihan/workshop/konferensi atau 
kegiatan sejenis, 

f hadiah, apresiasi atau pengbargaan dari kejuaraan, perlombaa atau 
komperisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkeait dengan 
kedinasan, 

penghargaan haik berupn nang atan barang yang ada kaitannya dengan 
peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan 
peraturan perundang- ndangan yang berlaku; 
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h. hadiah langsung/undian, iskon/rabat, voucher, point rewards, atau 
suvenir yang berlaku sccara umum dan tidak terkait kedinasan; 

kompensasi atau honor atas profesi dilaar kegiatan kedinasan yang tidak 
erkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konfbik 
cpcntingan dan tidak mclanggar peraturan/ kode etik Pejabat/Pegawai 
yang bersangkutan, 

kmpensasi yang diterira terkeit kcgiatan kedinasa seperti honorarium, 
transportasi, akomodasi an pembiayaan yang telah ditetapkan dalam 
standar biaya yang, berlaku di instansi penerima Gratifikasi se panjang tidak 
terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat benturan kepentingan, dan tidak 
melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerimna; 

«. karangao bungo dengan nlai paling banyak Rp. 1,000.000,00 (satu ju ta 
rupiah]; 

pembenian terkait dengan penyelenggaraan pesta pertunangan, pernikahan, 
elahiran, aqi@ah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adet/agama 
lainoya paling banyak Rp. 1.000.000,00 (sat'juta rupiah) per pemberian per 
orang dalam setiap kegiatan 

m. bingkisa/cinderarata/ uvenir atau bend~ sejenis yang diterima 
tamu/undangan dalam penyelenggaraan pest sebagaimana diraksud pada 
hurut 1 paling banyak p, 1,000,000,00 (satu juta rupiah) per pemberian 
dalam setiap kegiatan; 

» 

n. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh dirt 

Penerima Gratifkast, suami, istni, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau 
menantu penertra gratifikasi paling banyak Rp 1,000.000,00 (satu juta 
rupiah) per pemberian per orang dalar setiap peristiwa; 

o. pemberan sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensitn, promosi 
jabatan, dan lang tahun yang tidak dalam bentuk tang atau alt tukr 
aunnya paling banyak Rp. 300.000,00 (tiga r@tus rfbu rupiah) per pemberian 
per orang dengan total pemberian Rp. 1.000.000,00 [satu juta rupiah) dalam 
waktu I (satu) tahrun dari pemberi yang sam; dan 

p pemberisn sesama rekan kerja, tidak dari bawahan ke atasan dan tidak 
dalarm bentuk uang tau alat tukar lainnya pans banyak Rp 
200.000,00 (dua ratus rtbu rupiah) per pemberian per orang dcngan total 
pemberian-paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam I {satu) 
ahun dari pemberi yang sama, sepanjang tak dibertkan oleh bawahan ke 
atasan 

Pasal 6 

(l) Datam had per.erimaan gratifikasi scbagaimana dimaksud dalam Pasal S, 
bukan dalam bentuk uang, peneriraan tersebut dihitung berdasaurkan 
harga pasar pada saat pemberian 

t2) Dalam hal pcncrimaan scbagaiuana dimaksud dalam Pasal 5, dalam 
bentuk valuta asing, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan kurs 

. . 

tengah Bank Indonesia pada tang@al penerimaan. 
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e Anggota ±. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Kabupaten Seram Bagian Barat; 

2. Kepala Fagian Huum Sek@retariuat Daerah Kabupaten 
Seram Bagian Barat; 

3. Inspektur, Pembantu wilayah I, I dan II! pada 

Inspektorat Kabupaten Seramn Bagian Barnt; 
4. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pela poran pada 

Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat, 

UPG bertugas; 
a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program pengendalian 

gratifkasi; 

b. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan indak lanjut 
laporan penerimaan gratifikasi yang dikelola Up kepad4 PK R; 

c menyampaikan laporan rekpitulasi penanganan dan tindak lanjut 
la poran penerimaan dan pemberian gretifikasi melalui Inspektorat 
secera perjpdik; , 

d. merahasiakan identitas Pelapor Gratifieast; 

• 

' . e. metakukan koordinasi dan konsultasi epada KPK RI alam pclaksanaan 
pengendalian Gratifikasi, 

f melakan peroantauun Lindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan 
gratifikasi tcrhadap gratifikcasi yang dikeola oleh Pemerintah Daerah, 

g melakukan pengkajian ttik rawan potensi tejadinya gratifikasi di 
lingkungan Pemcrintah Daerah; dan 

h. melakukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan diseminasi program 
pcogendalian gratifikasi 

Pasal 9 

fl) Terhadap gratifikasi yang ditetapkan KPK dikelola oleh Pemerintah Daerah, 
. ' . ' UPO dapat menentuk@n pemuunfaatannya yaitu: 

' ' ' a. dimanfaatkan oleh emicrintah Dacrah untuk keperluan penyelenggaraan 
Pemerintah Dacrah; dan/tau 

b. disurbangkan kepada yayasan sosial atau [embaga social lainnya, 
c. dikembalikan kepada pemberi gratifikasi; 
d dikembalikan kepada pcnerima gratifkasi, ntau 

. ' e. dimusnahkan 
' ( Tindak lajut penanganan pelaporan gratifiknst menggunakan formalir yang 

tercantum pada lampiran yang merupakan begian tidak terpisahkan dri 
Peraturan Bupati ini. 
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PENOAWASAN 

'asal 10 

(1 Pejabat/pcgawai atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran 
terhodap Pemturan Bupat Ini, agar segera melaporkan kepads UPG sccar 
langsung atau mclaluit pos/e-mail Sekretariat UPG 

f Pejabat/pegawai atau pihak kttga yang melapor sebagaimana dimaksud pada 
ayat fl) dijamin kcrahasiaannya 

Pasal 1l 

(I) Kepals OPD bertanggung Jawab atas Pelaksanaan Pen@endalian Craftikasi di 
hingkungan kerjanya 

2 Ketua UPG Kabupaten Seram agian Barat bertanggung jawab atas 
pengawasan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di ingungan Pemerintah 
Kabupaten Scram Dagian Barat, 

3) Ketua UPO Kabupaten Seram Bagian Barat mclaporkan hasil pengawasan 
scbagaimane dimnaksud pada ayat (2) kepada Bu pati 

Pasal 12 

(I) Seluuh Pcjabat/Pegawat yang menjalankan fungsi Pelayanan Puhhik di 
ii 4 lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Baglan Harat wajib membuat surat 

pernyataan tentapg penolakan, penerimaan dan/atau pcmbcrian gratifiasi 
cara periodik; ' 

02) Surat Pernyatan dibuat setidak -tidaknya sekali dalam setahun pada awal 
Bulan Januari; 

3 Surat pemnyataan disampaikan kepada Bupati mclalui UPO; 

4) Formulir surat perryataan sebagairmana dimaksud dalam avat (I) tercantum 
pada lam piran yang merupakan bagian tidak trpisahkan dani Peraturan ini; 

• • 

65) Pengawasan kepatuhan atns kewajiban sebagaimana dimaksud paa ayat (I) 
dilasanaan oleh Ketua pPG Kau paten Seram Bagan Darat. 

BAB VI 

PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN 
. . 

Pasal 13 
(l) Pelapor gratifikasi berhak mendapatknn perlindungan hukum, yaitu 

a. perindungan dari tindakan belasan atau perlakan yang bersifat 
administrasi kepegawalan yang tidak objektif dan mergikan pelapor, 
tidak terbatas poda penurunan kelas jabatan, penurunan pen~la ian 

kinerja pegawai, sulan penindahan tugas/mutasi atau harbatan karir 
anna, 

11 



b. peindahtugasan/mutasi bag! pelapor dalam hal tirbul intimidasi atau 

ancaman fisik; 

c. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan 

emerintah Daerah, 

d kcrahasiaan identits 

(2) Setiap Pejabat pada Pemerintah Derah wajib embenkan perlindungan 

crhadap Pejabat/Pegawai yang menyampaian laporan gratifikcasi 
sebagaimana dimasud pade ayat fl) 

[3 Setiap Pejabat pada Pererintah Daerah dilarang memberi perlakuan 
diskriminatif atat tindakan Yang merugikan Pejabat/Pegawai karena 

mela porkan gratifikasi 

(4) Dalam hal terdapat ancaman fisik dan/atau psikis kepada Pejabat,' Pegawai 

karena mela porkan gratifikasi, Pcjabat/Pegawai dapat metinta pcrlindungan 
kepada LPSK atau instansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku 

(5] Pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati melaui 
Ketua UPG dengan ditemouskan kepada KPK 

Pasal 14 

[I) Pejabat/Pegawat yang mermatuhi ketentuan pengendalian gratifikast dapat 
diperhitungkan menjadi faktor pcnambah dalam penilaien kinerja 

(2 Penlaian kuncrja scbagaimana dinaksud pada ayat (l) dapat dijadikan 
pertimbangan dalam kcbijakan promosi pegawai atau mendapatan reward. 

3) elaksanaan pcnlaian kierja scbagaimana dimaksud pada ayat (l) dan 
ayat (2) dilaksanakan scstai dengan pereturan yang mengatur pen~lzian 
inerja dan disiplin kepegawaian yang berlaku, 

. . 

BAB VII 

SANKS 

Pa&al 15 

Pelanggarun yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawmi terhadap etentuan yang 
diatur dalam Peraturan Bupatl iri, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 
peraturan pcrundang-undangnn. 



l 

• 

' % 

' .. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16 

Peraturan Bupati in mlai berlaku pada tanggal diundangkan 
Agar setiap orang mcngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bu pati ini dengan penem patannya dalam Derita Darrah Kabupaten Seram agian 

Barat 

Ditctapkan di Piru 
pada tanggal {/ Januari 2018 

Diundangkan di iru 
pada tanggal Januari. 2018 

SERAM BAGIAN BARAT 

BERITA DAEAH KABUPATEN SERAM HAGIAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 01 4 
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LAMP IAN 

NOMOR 

ANGGAL 

Persten Bupati Seram Bagian Brat 

Tahun 2018 
anuari 2018 

• 

• 

L A9ORAN PENERIMAAN 

0AFAR PELAPOR 
Penerl 

Unit Kerja /Jobatan 

Gol /NIP Gol NI 

• 

tNomor Kon • 
HP, Tel ext) £matt 

DATA PEMBER] 

Naca 
abtn / Pekerjaan 

Alam.at 

_lubuf@fl 
[Nomor Kontak HR, Tet,p (ext) 
c'-------- '�-o/f!I: --···-·-----------------� 
URAIAN PENERA 

Gedong 7u«if 
.. 

Tempt Ruangan/8tok/R' 
anenirnaan Ke/Kec/Koti 

wktu Penriran 
Pukut/Hari' 
Tangga /8in/ Th 

Lraian Kegiatan Datamn Kela n Promos± Kedinasan Ceremonial Lainn ya 
(Penerlmaan falar rain g/a tan 

rangka] 

uraian Gratifikasi Bentui 

Grtfkt 

Yang diterim 
Jumheh/ 

; Nila Gratifiksi Rp 
' 

: l. I Ada/tidak] 
.. . .. 

Ketengkapan 2 Ada/tidak") 

Dokumen 3. Acta/tdak) 

' 
Penduktng 

: 
Ada/tdak) 

. .  

-  -·- --- 

Ad/tdk) 

Dengan ini peiapor bersedia untuk menyerahkan obyek penerimaan yang dilaporkan datarn 

embar ini kepada Unit Pengendalian Gratifikasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hsri erjs 

sejak penetapan obyek pene rlrnaan tersebut renjadi rilik Pemerintah Daerah /lainnya 

(tempat) (taoggal / bulan / tahun pelaporan) 

Tanda Tangan 

L...  Nara Jelas Pelapor ) 



i 
' 

Noror 

Kepada 

Dar 

Lampiren 
Perihel 

bupati Seram Bagi an Barat 

Unit Pengendali Gratifikasi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Bart 

1(satu} berkas 
Laporan Penangnan dan Tindak _anjut Pelaporan Penerimaan, 
Penolaken, Pemberion dan Permintaan Gratifikasi 

Sesuai dengan Pedoman Pengendalign Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan ini kari sampaikan Laporan ekapitulasi dan Tindak 
anjut Pelaooran Penerimaan, Penolakan, Pemberian dan Permintaan Gratifikasi sebagal 

berikut: 

1 Peneriraan 

No 
ferpat Penerima 4utung.a Bentuk/le0i Kegiaan datam 

Penerss et2pr ember Gratifs a0ga 
petsps Pernin 

Walt 
ab2ta ekeerjan ital (p) 

eaganan 

Penerinan Petaporan 
pdak Lan ju 

' 

2. Penolakan 

Hubungan 
ember 

Pekrj 

Betak//enis 
Gettel 

Kegiatan dale 
rang.a 

Nia (p) 

Penetpsn Per ilike 

e 
Tempt Penna/ ob0gar Bentuk/Jens egitan dalam 

Perberian Pela pot Pemberl Gtifksi rangka 
Perberin SahTidal Sh 

Walt 

enerirraan 
abatan Plierjaa Ni (p) Argsaran Pembiayau 

4. Permintaan Gratifikasl 

: Te/noat Pel0or I Hubung.an Bentuk/Jeni Kegiatan dalam 
M Tida Lan,jut Perm/taan 

' 
Petrintaa mbal ember Gratifikati angka 

Wat 
Jabat3 Pekejaa0 Nii [Ro) 

I 

Demikian disampaikan untuk diktahul 

ekretaris UPG, etua UPG, 

, 

' 
15 

,, 

" ., 
., 



4 

- I ,, 

"' f 

% LEMIBAR PERNYATAAN PENANGAN ATAS PELAPORAN PENERIAAN GRAT1IKAS 
e 

f UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASL 
' 

' . 
" i ' Pe 1apor  Pember\at Ta0gal enls/Bentui 

f 
N abatar./ 

Nai t4 (R.0) 

Nama abatan Nara 
Pelapotan Penarwnaat 

Hubu a 

• 

' 
l 

j • 
� ] . 

' 

I 
- 

' 

I 
- ' 

� 
'" 

' . 

----·· -- -· - 
' 

' 

. 

BUAT1SEAM BAGIAN BARAT, 

• ttd 

H.M. YASIN PAYA9O 

- t 
• 
t 
'' 
• 

• 

,.i 



• 

L 

PENJELASAN ATAS 

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT 

NOMOR TAHUN 208 

TENTANG 

PE.DOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI BAGI PE YELENGGARA PEME'RINTAHAN 
DI KABUPATEN SERAM BAGLAN BARAT 

Umum. 

• 

• 

• 

Gratifikasi merupakan pemberian dalarm arti luas. Pengaturn dan penycbutan 
gratifikasi sccara spesifik dikenal sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 20 
Tun 2001 tentanig Perubahan atas Undang-undang Nomor 3I Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korpsi (UU Tipikor). Undang- undang memberikan 
kewajiban bag pegawai negen atau penyelenggaa negara ntuk melaporkan pada 
KP setiap penerimaan gratifikast yang berhubungan dengan jabatan dan berlawan an 
dengan tugas atay kewajban penerita. Jia gratifikssi yang di~nggap pemberian 
suap tersebut tidak dilaporknn pada KPK, maka terdapat resiko pclanggaran hukum 
baik pada ranah administratif atau pun pidana. Ade dua sisi yang seimbang pada 
ketenruan tentang gratifikasi. Di satu sisi, Pasal 12B Undang-undang Tipikor 
mengatur ancaman pidana yang berat, namun di sisi lain Pasal I2 huruf c Undang 
undang Tipikor justru memberikan ruang bagi pegawai negeri atau penyelenggara 
Negara untuk iepas dari jerat hukum dalam had pegawai negeri ata1 
penyelenggara Negara tersebut meaporkan penerimaan' pada KPK paling larbat 
30. (uga puhuh) hari kerja tcrhitung scjak gratifiksi iterim. Oleh karen itu, jia 
dilihat dari aspek strategi pemberantasan korupsi, ketentuan tentang gratifikasi 
sesungguhnya berada pada dua ranah sekaligus, yang tidak hanya dari aspek 
penindakan, akan tetapi merihiki dirensi penccgahen yang kuat 

Dari aspek pencegahan ditekankan pada beberapa hal, yaitu: 

I, Pengendalian lingkungan yang berintegritas di kerenterian, institusi Negara 
dan sektor swasta melalui pelaporan gratifikast dan pencegahan korupsi; 

2. Menucgah adanya konflik kepentuinyan dalan pelaksaunaan Luaus pclay anu.n 
publike atau tugas lainnya dari pegawa negeri dan penyelenggara Negara; 

3. Membangun budaya transparansi, akuntabilitas dan integrtitas; 
4 Perindunyan hukurn tertdap plapor; hi, 

S. Pemetaan area rawan gratifkasi untuk kepentingan pencegahan korupsi 

Pedoman Pengendalian Gratifikasi iri bertujuan untuk meningkatkan perahaman 
tentang gratifikasi, menguraikan proses pelaporan, aspek pencegahan dan 
penindaan serta pengenalan Sistem Pengendalian Gratifikast. Sehingge, keberadaan 
Pedoman ini diharapkan dapat mnembantu kementerian/lembaga dan pemerintah 
daerah untuk mnenyusun aturan internal dan menerapkan sistem pngendaism 
gratifikasi, termasuk diantaranya menusun regulasi internal dan membentuk Unit 
Pengendali Gratifikcasi (UPG), 

• 4 

Bagi institusi pejabat publik den scktor swasta, juga dimungkinkan membentuk unit 

khusus untuk menjelanknn fungsi pengerdalian gratifikcasi. Perkembangan 
pengaturan subjek hukum dalarm tindak pidana korupsi dengan ruang lingkup 
yang lebih luas, yaitu Pejabat PuLlik (public official menunjukkan pentingnya 
tindakan awal pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi di institusi pejabat 
publik. Demikian juga sektor swasta. Posisi pelaku usaha yang potensiai sebagai 
pihak perbcti gratfikKasi dji kewajib~an iniehijlank~i prineip-prisip good corporate 

governance [GCO) yang telah mulai diterapkan di sejumlah korporasi besar 
memunjukkan urgensi pengaturan pengendalian gratifikasi di sektor swasta tersebut 



Oleh karena itu, Pedoman P'engendalian Gratifikasi ini secara uumtum berisikan. 

+ Prinsip-prinsip Pengendalian Gratifkasi 
+ Pengaturan gratifikasi dalam perspektif pemberantasan korupsi; 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

Peaolaka dan pelaporan gratifikasi; 

Lraian gratifikasi yang wajib dilaporkan, tidak wajib dilaporkan dan terkait 
kedinasan; 
Batasan nilai wajar dan persinggungan ketentuan gratifikasi dengan 
kegiatan keagamaan, budaya, adat/istiadat, kebiasaan dan kondisi 
mus±bat/bencana alam, 
Me.kanisme pelaporan gratifikasi pada KPK atau melahui PG 
Pengendalian gratifikasi pada institusi pejabat publik 
Pean serta masyarakat dan swasta, dan 

Perlindungan tcrhadap pe lapor 

I 
' 
' 

I 
. I 
• 

' ) 

• 
PASAL DEM! PASAL 

Pasal l 
Cukup elas 

Pasa1 2 

Ayat I 

Cukup Jelas 
Ayat 2 

Cukup Jelas 
Pasal 3 

Ayat l 

Cuktp elas 

wat 2 

Ck.p Jelas 

Ayat 3 

Cukup Jclas 
asa) 4 

Ayat I 

Cukup Jclas 
Ayat 2 

Cukup Jelas 

Ayat 3 

Cukup Jelas 

yat 
Cukup Jelas 

Ayat 5 

Cukup Jelas 

Ayat6 

Cukup dclas 

Pasai 5 

Cukup jelas 

Pasa! 6 

Ayat l 

Cukup Jelas 
Ayat 2 

Cukup Jelas 
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. 1 • 

Pasa!7 

Ayat l 

Cukup jelas 

Ayat. 2 

Cukeup Jelas 

Ayat 

Cukup delas 
• Ayat 

Cukup Jelas 
• Ayat5 

Cukup Jelas 

Pasal 8 
Ayat l 

Cukup Jelas 
Ayat 2 

Cukup els 
Ayat 3 

Cukup elas 

Pase} 9 

Ayat I 

Cukup jelas 
Ayat 2 

Cukup Jelas 

• 
Pasa 10 

Ayat l 

Cukop jelas 

Ayat 2 
Cukup Jelas 

Pasal 11 

Ayat 

Cukup Jelos 

Ayat2 

Cukup Jelas 

Ayat 3 
Cukup Jelas 

Pasat 12 

Ayat I 

Cukup jlas 

Ayat2 

Cukup Jelas 

Ayat 

Cukup Jclas 

Ayat 

Cukp Jelas 

I 
Ayat 5 

Cukup Jelas 

Pasal 13 

Ayat l 

Cukup jelas 

Ayat 2 

Cuup Jelas 

yat3 

Cukup Jelas 

Pasal 14 

vat l 

Cukup jcias 

19 



• 

Ayat 2 

Culp Jelas 

Avat 

Cukup Jclas 
Pasal I5 

Pasa) 16 

Cukup Jelas 

Cukeup jelas 

' 

• 

' 

' t 

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BART TAHUN 2018 

NOMOR 


